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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  

KELUARGA BERENCANA 
Jalan S. Siswomihardjo No. 09, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Kode Pos 92812 

                        Telepon (0414) 21195, Faksimile (0414) 21195, Email : bppkbkep.selayar@gmail.com 

 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN 

ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR : 800/006/I/2025/DP3AP2KB 

 

TENTANG 
 

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 

 
Menimbang :   a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, maka dipandang 

perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Dinas; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang 

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 

    8.  Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten 

Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);  

    9.  Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62,  

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 28); 

   10. Peraturan  Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Daerah. 

 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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       11. Instruksi Bupati Nomor 059/17.a/Tahun 2020 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang 

Inklusif; 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar  Tahun 2024 Nomor 136); 

13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2024 Nomor 847). 

 
 

      MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : 

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kepulauan Selayar Tahun 

Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan 

ini. 

 

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana 

dicantumkan pada diktum KESATU bertanggung jawab atas 

pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang dan mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. menyusun kerangka acuan kerja;  

2. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiata; 

3. melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan 

KETIGA :  Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025; 

 

 

 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing  yang 

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab.  

 

 KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

    [[       
  

 

 Ditetapkan di Benteng 
 pada tanggal 9 Januari 2025  

 KEPALA DINAS       

 
 

          ^ 
 

 
 Drs. ANDI  MASSAILE 
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c 

 NIP. 196508061994021003 
             

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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Lampiran I :

NOMOR : 800/006/I/2025/DP3AP2KB

TENTANG

NO. NAMA/NIP JABATAN
KEDUDUKAN 

DALAM KEGIATAN

1 2 3 6

1 NUR MAYASARI, S.Pt                                     

Nip. 19801128 201001 2 006

Rp 4.555.898.100 PPTK

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

27.674.700

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 22.000.500

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 1.120.500

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

Rp 895.700

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  TAHUN ANGGARAN 2025

Sub Kegiatan :

4 5

 Kasubag  

Program

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 829.000

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 829.000

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp 2.000.000

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 3.584.827.100

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.487.004.000

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

97.823.100

III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah
Rp 7.665.000

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 7.665.000

IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 34.948.400

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor
Rp 2.534.400

2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 32.414.000

Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 17.381.200

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Rp 3.300.000

5. Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 6.900.000

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 196.979.700

V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
Rp 15.000.000

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 15.000.000

VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Rp 379.242.000

1. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 119.730.000

2. Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 259.512.000

VII.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Rp 231.500.000

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Rp 44.630.000

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Rp 186.870.000

Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 25.210.000

4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Rp 25.270.000

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI  MASSAILE

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196508061994021003

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



 

 

 Lampiran II :

NOMOR : 800/006/I/2025/DP3AP2KB

TENTANG

NO. NAMA/NIP JABATAN
KEDUDUKAN 

DALAM KEGIATAN

1 2 3 6

1 Dra. SITTI NURSIAH                                        

Nip. 196908122007012036

Rp 8.907.600 PPTK

I. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.907.600

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 8.907.600

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI  MASSAILE

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196508061994021003

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  TAHUN ANGGARAN 2025

Sub Kegiatan :

4 5

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN

 Kasubag  

Umum, 

Kepegawaian 

dan Hukum

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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Lampiran III :

NOMOR : 800/006/I/2025/DP3AP2KB

TENTANG

NO. NAMA/NIP JABATAN

KEDUDUKAN 

DALAM 

KEGIATAN

1 2 3 6

1 ANDI IRMAYANI, S.P. Rp 110.749.100

NIP. 19851028 200803 2 002 I. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang

Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Rp 54.999.100

1. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk

mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak

dan DRPPA 

Rp 54.999.100

II. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Rp 49.900.000

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

RP 49.900.000

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  TAHUN ANGGARAN 2025

Sub Kegiatan :

Kepala Bidang  

Perlindungan 

Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Khusus Anak

4 5

PPTKPROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN

 
 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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Rp 5.850.000

I. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Lingkup Daerah  Kabupaten/Kota

Rp 5.850.000

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program

dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Rp 5.850.000

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI  MASSAILE

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196508061994021003

Sub Kegiatan :

PROGRAM PERLINDUNGAN  PEREMPUAN

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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Lampiran IV :

NOMOR : 800/006/I/2025/DP3AP2KB

TENTANG

NO. NAMA/NIP JABATAN
KEDUDUKAN 

DALAM KEGIATAN

1 2 3 6

1 NURFACHRIANSYAH ILYAS, S.K.M, 

M.Kes.

Rp 390.049.200 PPTK

NIP. 19840602 201101 1 014 I. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,

Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi

Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp 19.116.000

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang

Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Rp 19.116.000

II. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp 350.000.000

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia

Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota

Rp 350.000.000

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  TAHUN ANGGARAN 2025

Sub Kegiatan :

4 5

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN

Kepala Bidang  

Kualitas Hidup 

Perempuan dan 

Pemenuhan 

Hak Anak

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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Rp 8.297.200

III. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam

Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rp 8.297.200

1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan

Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp 8.297.200

Rp 12.636.000

IV. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian

Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Rp 12.636.000

1. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam

Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp 12.636.000

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI  MASSAILE

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196508061994021003

Sub Kegiatan :

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Sub Kegiatan :

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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Lampiran V :

NOMOR : 800/006/I/2025/DP3AP2KB

TENTANG

NO. NAMA/NIP JABATAN
KEDUDUKAN 

DALAM KEGIATAN

1 2 3 6

1 MARLINA, S.E. Rp 1.599.004.000 PPTK

NIP. 19670817 200003 2 006 I. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Cakupan  Daerah Kabupaten/Kota

Rp 665.200.000

1. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Rp 605.200.000

2. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan

Program Bangga Kencana

Rp 60.000.000

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  TAHUN ANGGARAN 2025

Sub Kegiatan :

4 5

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN

Kepala Bidang 

Pengendalian 

Penduduk, 

Penyuluhan 

dan 

Penggerakan
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Rp 933.804.000

I. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai 

Kearifan Budaya Lokal

Rp 791.254.000

1. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan

Bangga Kencana

Rp 416.354.000

2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga

Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),

Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya

(Minilok)

Rp 174.900.000

3. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media

Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Rp 100.000.000

4. Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi

kepada Stakeholder dan Mitra Kerja

Rp 100.000.000

II. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas 

Lapangan KB (PKB/PLKB)

Rp 142.550.000

1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Rp 142.550.000

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI  MASSAILE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196508061994021003

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan :
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Lampiran VI :

NOMOR : 800/006/I/2025/DP3AP2KB

TENTANG

NO. NAMA/NIP JABATAN

KEDUDUKAN 

DALAM 

KEGIATAN

1 2 3 6

1 UTAMI REZKI, S.H. Rp 1.583.326.000 PPTK

NIP. 19720118 200604 2 016 I. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat

dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di

Daerah Kabupaten/Kota

Rp 296.167.000

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan

Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan

Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Rp 39.722.000

2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP)

Rp 208.195.000

3. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan

Jejaringnya

Rp 28.250.000

4. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Rp 20.000.000

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  TAHUN ANGGARAN 2025

Sub Kegiatan :

4 5

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN

Kepala Bidang 

Keluarga 

Berencana, 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga
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II. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 

Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Rp 495.284.000

1. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung

Keluarga Berkualitas
Rp 292.500.000

2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung 

Keluarga Berkualitas

Rp 202.784.000

Rp 791.875.000

I. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Rp 791.875.000

1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Akseptor (UPPKA))

Rp 130.000.000

2. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

Rp 661.875.000

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI  MASSAILE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196508061994021003

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 

(KS)

Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan :
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